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ABSTRACT

Education is a fundamental right for every child, including those in juvenile correctional
institutions. This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance
in the Community Learning Center (PKBM) Equivalency Program at LPKA Payakumbuh
to ensure the educational rights of juvenile inmates. Employing a qualitative descriptive
method, data were obtained through observation, in-depth interviews, and document
analysis. The findings indicate that collaboration between LPKA and PKBM Genemail
provides access to equivalency education packages A, B, and C, enabling inmates to
continue learning despite being isolated from formal schools. However, challenges such as
low learning motivation, administrative barriers in the education database, and limited
financial support hinder optimal outcomes. The study implies that collaborative governance
involving government, educational institutions, and community participation is essential
to quarantee inclusive and sustainable education for marginalized children.
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ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak mendasar bagi setiap anak, termasuk mereka yang
berada di lembaga pembinaan khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis
implementasi Collaborative Governance dalam Program PKBM Sekolah
Kesetaraan di LPKA Payakumbuh guna menjamin hak pendidikan anak binaan.
Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui
observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kolaborasi antara LPKA dan PKBM Genemail mampu
menyediakan akses pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, sehingga anak
binaan tetap dapat belajar meskipun terisolasi dari sekolah formal. Namun,
hambatan berupa rendahnya motivasi belajar, kendala administratif dalam basis
data pendidikan, serta keterbatasan dukungan finansial masih menjadi tantangan
serius. Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif yang melibatkan
pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin
pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak-anak marginal.

Kata Kunci: Collaborative Governance, PKBM, Sekolah Kesetaraan, Anak Binaan
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PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber
daya manusia sekaligus menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Indonesia sejak
awal kemerdekaan telah menaruh perhatian besar pada bidang pendidikan, mulai
dari program wajib belajar enam tahun, kemudian sembilan tahun, hingga kini
menjadi minimal dua belas tahun. Upaya ini sejalan dengan cita-cita konstitusi
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa. Namun demikian, meskipun komitmen tersebut kuat, realitas
di lapangan menunjukkan kualitas pendidikan nasional masih menghadapi
tantangan serius. Data International Education Database (2025) menempatkan
Indonesia pada peringkat 67 dunia, tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia
Tenggara seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Kondisi ini
diperkuat oleh temuan Susenas 2024 yang mencatat mayoritas penduduk usia 15
tahun ke atas hanya menamatkan pendidikan menengah, sedangkan Iulusan
perguruan tinggi baru mencapai 10,20 persen. Fenomena ini memperlihatkan
bahwa misi peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan belum sepenuhnya
optimal (OECD, 2022).

Pendidikan tidak hanya berfungsi mencetak generasi terdidik, melainkan
juga sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial, mencegah
kriminalitas, dan membangun karakter bangsa. Ki Hajar Dewantara menegaskan
bahwa kesempurnaan hidup yang mencakup budi pekerti, pemikiran, dan watak
dapat ditempuh melalui pendidikan. Rendahnya akses pendidikan berpotensi
melahirkan krisis moral, terlebih di tengah arus globalisasi yang membawa budaya
asing yang tidak selalu selaras dengan nilai luhur bangsa. Oleh karena itu,
pendidikan seharusnya diarahkan tidak hanya pada kecerdasan intelektual, tetapi
juga pada pembentukan karakter dan akhlak mulia. Dalam perspektif
internasional, UNESCO (2021) menekankan bahwa pendidikan harus menjamin
inklusivitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan sebagai pondasi pembangunan
sosial. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan harus dilihat sebagai hak dasar yang
wajib dipenuhi oleh negara, termasuk bagi kelompok marginal.

Hak memperoleh pendidikan juga mencakup anak-anak yang berhadapan
dengan hukum, termasuk mereka yang sedang menjalani masa binaan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
menegaskan bahwa anak binaan memiliki hak memperoleh pendidikan sesuai
kelompok umur sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan
prinsip internasional seperti United Nations Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) yang menegaskan pentingnya
pendidikan sebagai bagian dari reintegrasi sosial anak. Dalam konteks Indonesia,
program kejar paket dan pendidikan kesetaraan di bawah koordinasi Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu strategi untuk menjamin
hak pendidikan anak binaan. Namun, implementasi program tersebut sering kali
terhambat oleh keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik profesional, maupun akses
pada bahan ajar yang relevan dengan perkembangan zaman (UNICEEF, 2022).
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Untuk menjawab berbagai keterbatasan tersebut, pendekatan Collaborative
Governance menjadi strategi penting yang mengedepankan sinergi lintas sektor,
termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Model kolaborasi ini
terbukti efektif di berbagai negara dalam mengatasi persoalan pendidikan pada
kelompok rentan. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa kolaborasi yang
dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi terbuka, dan tujuan bersama akan
menghasilkan inovasi serta keberlanjutan program. Dalam konteks lokal, LPKA
Payakumbuh menjalin kerja sama dengan PKBM Genemail untuk
menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bagi anak binaan melalui program Paket
A, B, dan C. Melalui kolaborasi ini, anak binaan tidak hanya mendapatkan akses
pada pendidikan formal setara, tetapi juga keterampilan hidup yang dapat
mendukung kemandirian mereka di masa depan.

Kendati program ini berjalan dengan dukungan berbagai pihak, realitas di
lapangan menunjukkan masih adanya hambatan serius. Rendahnya motivasi
belajar anak binaan, keterbatasan finansial, serta persepsi negatif sebagian orang
tua menjadi tantangan yang mengurangi efektivitas implementasi program. Selain
itu, keterbatasan sistem administrasi, misalnya terkait dengan data pokok
pendidikan (Dapodik), menyebabkan sebagian anak binaan kesulitan memperoleh
ijjazah yang diakui secara nasional. Faktor psikososial, seperti lemahnya dukungan
keluarga dan rendahnya interaksi emosional, semakin memperberat situasi. Dalam
kerangka global, penelitian World Bank (2023) menekankan bahwa pendidikan
bagi anak marginal akan berhasil apabila ada dukungan simultan dari faktor
akademik, sosial, dan psikologis. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan
kesetaraan di LPKA harus dipandang sebagai proses multidimensi yang
membutuhkan pendekatan menyeluruh.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, penting untuk menelaah
bagaimana implementasi Collaborative Governance dalam penyelenggaraan
program PKBM di LPKA Payakumbuh dapat mendukung pemenuhan hak
pendidikan anak binaan. Kajian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan bentuk
kerja sama yang terjalin, tetapi juga menganalisis efektivitas, hambatan, serta
dampak dari kolaborasi tersebut terhadap anak binaan. Penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi praktis bagi penguatan sinergi lintas lembaga, sekaligus
memperkaya literatur tentang penerapan Collaborative Governance dalam konteks
pendidikan anak binaan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis pelaksanaan Collaborative Governance dalam Program PKBM
Sekolah Kesetaraan di LPKA Payakumbuh dalam rangka pemenuhan hak
pendidikan anak binaan serta mengevaluasi dampak dan tantangan yang dihadapi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan
memahami secara mendalam implementasi Collaborative Governance dalam
pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA Payakumbuh. Data
dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan
informan kunci, serta analisis dokumen yang relevan untuk memperoleh gambaran
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utuh mengenai fenomena yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, sedangkan analisis
data mengikuti tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan
tetap memperhatikan konteks sosial, budaya, dan institusional yang
melingkupinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Collaborative Governance Program PKBM Sekolah Kesetaraan Dalam
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan Di LPKA Payakumbuh

Program Collaborative Governance antara LPKA Kelas II Payakumbuh dan
PKBM Genemail dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan menekankan
pentingnya pendidikan nonformal berupa sekolah kesetaraan paket A, B, dan C
sebagai bagian dari pembinaan anak binaan agar tetap berkembang meski
terisolasi dari lingkungan luar. Kolaborasi ini muncul sebagai respons terhadap
meningkatnya jumlah anak binaan usia sekolah dan keterbatasan tenaga pendidik
internal LPKA, dengan fasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Kerja sama ini diatur melalui MoU resmi sejak 2023, menegaskan hak dan
kewajiban masing-masing pihak, serta dilaksanakan dengan prinsip transparansi,
inklusivitas, dan komunikasi terbuka.

LPKA berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana, keamanan,
dan pendampingan anak binaan, sedangkan PKBM Genemail bertanggung jawab
pada aspek akademik, termasuk penyediaan guru, pelaksanaan pembelajaran,
penilaian, dan penerbitan rapor serta ijazah. Melalui forum rutin, dialog tatap
muka formal dan informal, serta respons cepat terhadap kendala, kedua lembaga
membangun kepercayaan, menjaga kontinuitas program, dan memperkuat
kolaborasi. Insentif yang diperoleh LPKA mencakup pemenuhan hak pendidikan
dan peningkatan citra institusi, sedangkan PKBM memperoleh dukungan
operasional dari Dinas Pendidikan dan bantuan fleksibel dari LPKA. Dengan
pembagian peran yang jelas, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang
berkelanjutan, program sekolah kesetaraan ini berhasil memberikan pendidikan
yang layak, membina karakter anak binaan, dan memperkuat integrasi mereka ke
masyarakat.

Kolaborasi antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Payakumbuh dan PKBM Genemail memperlihatkan adanya kesamaan visi dan
tujuan yang kuat, yaitu menghadirkan pendidikan yang layak, setara, dan
berkelanjutan bagi seluruh anak binaan. Kedua pihak tidak menunjukkan adanya
perbedaan kepentingan, karena sama-sama menempatkan pendidikan anak
sebagai prioritas utama di atas pertimbangan lain. Keselarasan visi ini menjadi
fondasi yang memperkokoh hubungan kerja sama, menciptakan kepercayaan
timbal balik, sebagaimana ditegaskan oleh Ansell & Gash (2008) bahwa
kepercayaan dalam suatu kolaborasi tumbuh melalui pengalaman bersama,
konsistensi tindakan nyata, dan kesesuaian arah tujuan. Komitmen terhadap
proses (commitment to process) juga tercermin dalam praktik kolaborasi sehari-
hari; pihak LPKA secara responsif menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan
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peserta didik dengan menyusun jadwal piket pengawas untuk menjaga
kedisiplinan, sementara PKBM tetap melaksanakan program pendidikan
meskipun tidak memperoleh honor tetap dan bantuan keuangan dari LPKA yang
bersifat tidak menentu. Kondisi ini memperlihatkan kesungguhan kedua pihak
dalam menjalankan setiap tahap kerja sama secara konsisten dan penuh tanggung
jawab, sehingga program pendidikan bagi anak binaan tidak hanya dapat terus
berlangsung, tetapi juga semakin mengakar sebagai bagian dari proses rehabilitasi
dan reintegrasi sosial mereka.

Pemahaman bersama (shared understanding) antara LPKA Kelas II
Payakumbuh dan PKBM Genemail terbangun dengan sangat kuat, ditandai oleh
kesamaan visi bahwa setiap anak binaan, tanpa terkecuali, berhak memperoleh
pendidikan dan keterampilan sebagai bekal masa depan. Kesepahaman ini tidak
hanya berhenti pada tataran gagasan, tetapi juga diwujudkan melalui kesepakatan
konkret, seperti kewajiban seluruh anak binaan untuk mengikuti kegiatan belajar
meskipun terdapat hambatan administratif, misalnya tidak terdaftar dalam sistem
Dapodik sehingga ijazah formal tidak dapat diterbitkan.

Kendati demikian, kedua pihak tetap berkomitmen menjaga
kesinambungan proses pembelajaran, karena esensi dari pendidikan yang
diberikan bukan semata-mata pada sertifikasi, melainkan pada peningkatan
kapasitas dan pengetahuan anak binaan. Hal ini memperlihatkan bahwa
kolaborasi mereka benar-benar berlandaskan pemahaman bersama mengenai
tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Lebih jauh,
keberlanjutan kerja sama ditegaskan melalui kesepakatan bahwa kolaborasi hanya
dapat terhenti dalam situasi darurat, seperti bencana alam, yang berada di luar
kendali manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman
bersama ini menjadi modal penting dalam memastikan keberlangsungan
kolaborasi jangka panjang, sekaligus mencerminkan konsistensi kedua pihak
dalam menempatkan pendidikan anak binaan sebagai prioritas utama.

Dari sisi intermediate outcomes, kolaborasi antara LPKA Kelas 1I
Payakumbuh dan PKBM Genemail telah menunjukkan capaian berupa small wins
yang cukup signifikan dan menjadi indikator keberhasilan jangka menengah.
Salah satu capaian penting adalah keterlibatan aktif anak binaan dalam mengikuti
kegiatan sekolah sesuai dengan kelompok umur masing-masing, sehingga mereka
dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih terstruktur layaknya peserta
didik pada umumnya. Anak binaan juga menerima penilaian akademik melalui
rapor setiap semester, yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk evaluasi formal,
tetapi juga menjadi motivasi bagi mereka untuk terus meningkatkan prestasi.
Proses pembelajaran dirancang secara khusus dengan pendekatan psikomotorik
serta melalui sistem kelas gabungan, di mana anak binaan dari jenjang paket
pendidikan yang lebih tinggi berperan membimbing peserta dari jenjang lebih
rendah. Pola ini tidak hanya memperkuat transfer pengetahuan, tetapi juga
menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepemimpinan, dan solidaritas di antara
anak binaan. Salah satu inovasi besar yang lahir dari kerja sama ini adalah
penerapan kurikulum khusus bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), yang
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menjadikan LPKA Payakumbuh sebagai salah satu dari delapan lembaga
percontohan (pilot project) tingkat nasional di Indonesia.

Kehadiran kurikulum ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berhenti
pada pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, melainkan berkembang menjadi
upaya sistematis untuk membangun model pendidikan yang adaptif dengan
kondisi khusus anak binaan. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan, kedua pihak
juga menyelenggarakan forum komunikasi rutin setiap tiga bulan sekali yang
digunakan sebagai wadah evaluasi bersama, perumusan strategi lanjutan, serta
penyesuaian program berdasarkan kendala dan perkembangan terbaru.

Selain aspek kurikulum dan evaluasi, kejelasan pembagian tugas antara
LPKA dan PKBM turut menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya
tumpang tindih kewenangan, sehingga setiap pihak dapat fokus pada peran
utamanya masing-masing. Dukungan materiil pun tidak diabaikan, misalnya
dengan adanya program beasiswa bagi anak binaan dari keluarga kurang mampu,
penyediaan fasilitas literasi, hingga pengembangan e-library yang memperluas
akses anak terhadap sumber pengetahuan digital.

Semua small wins ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi tidak hanya
mengatasi hambatan administratif dan finansial, tetapi juga mendorong inovasi
berkelanjutan. Hal yang tidak kalah penting adalah komitmen tinggi dari PKBM
Genemail, yang tetap melanjutkan program pendidikan meskipun tidak
memperoleh imbalan finansial tetap dari pihak LPKA. Sikap ini menunjukkan
bahwa orientasi utama dari kerja sama bukanlah keuntungan material, melainkan
keberlangsungan pendidikan anak binaan sebagai bentuk investasi sosial jangka
panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intermediate outcomes yang
telah dicapai tidak hanya memperkuat kepercayaan antar lembaga, tetapi juga
meneguhkan posisi kolaborasi ini sebagai model praktik baik dalam
penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pemasyarakatan anak.

Outcome dari kolaborasi antara LPKA Kelas II Payakumbuh dan PKBM
Genemail menunjukkan dampak nyata yang signifikan, terutama pada
pemenuhan hak pendidikan anak binaan yang sejalan dengan prinsip Beijing Rules
dan Piagam Archamanik. Melalui kolaborasi ini, anak binaan memperoleh akses
pendidikan yang layak dan setara dengan peserta didik pada umumnya, sehingga
mereka dapat tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensi diri secara optimal.
Penerbitan ijazah resmi yang diakui setara dengan pendidikan formal semakin
memperkuat capaian tersebut, karena memberi legitimasi akademik yang
memungkinkan anak binaan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi
maupun memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan masa pembinaan. Hal ini
membuktikan bahwa pendidikan di dalam LPKA tidak sekadar bersifat simbolis,
tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan jembatan menuju
reintegrasi sosial.

Selain itu, kolaborasi ini juga memberikan dampak yang luas terhadap citra
institusional LPKA di mata masyarakat. LPKA tidak lagi dipersepsikan hanya
sebagai lembaga pemidanaan, melainkan sebagai institusi yang menjalankan
fungsi pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak. Keberhasilan dalam

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 5419

Copyright; Ahmad Hizbullah, Karisadini


https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https:/ /ejournal.yayasanpendidikandzurrivatulquran.id/index.php/AlZavn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025

menyelenggarakan pendidikan bersama PKBM Genemail memperlihatkan
komitmen negara dalam menyiapkan anak berkonflik dengan hukum agar
kembali menjadi individu yang produktif dan mampu berkontribusi positif di
lingkungan sosialnya. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya berhasil
menghadirkan manfaat langsung bagi anak binaan, tetapi juga memperkuat
legitimasi sosial dan moral LPKA sebagai lembaga yang humanis dan berorientasi
pada masa depan. Model kerja sama semacam ini dapat dijadikan inspirasi
sekaligus praktik baik (best practice) yang relevan untuk direplikasi di LPKA lain di
Indonesia.

Kendala Dalam Program Pendidikan Kesetaraan di LPKA Payakumbuh

Program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Payakumbuh tidak
berjalan tanpa hambatan, melainkan menghadapi berbagai kendala yang
berkaitan dengan aspek administratif, persepsi pihak luar, serta koordinasi antar
lembaga. Salah satu persoalan paling krusial terletak pada keterbatasan
administrasi, khususnya terkait pendaftaran anak binaan dalam sistem Data
Pokok Pendidikan (Dapodik). Tidak semua anak binaan dapat tercatat secara
resmi karena status keanggotaan mereka di sekolah asal belum dicabut, sehingga
menimbulkan tumpang tindih administrasi. Kondisi ini berdampak serius, sebab
meskipun anak binaan aktif mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran di LPKA,
mereka berisiko tidak memperoleh ijazah yang diakui secara nasional.

Situasi tersebut berpotensi menurunkan motivasi belajar anak, sekaligus
mengurangi nilai strategis program kesetaraan sebagai sarana untuk memastikan
hak pendidikan anak binaan terpenuhi secara setara dengan anak-anak di luar
lembaga pemasyarakatan. Di luar persoalan administratif, kendala lain muncul
dari persepsi sebagian orang tua yang masih memandang sebelah mata program
pendidikan kesetaraan. Beberapa orang tua lebih memilih agar anaknya kembali
ke sekolah formal setelah menyelesaikan masa pembinaan, bahkan ada yang
secara langsung melarang anak mengikuti kegiatan belajar di LPKA. Pandangan
semacam ini memperlihatkan bahwa dukungan keluarga yang idealnya menjadi
faktor penentu dalam keberhasilan pendidikan anak masih belum sepenuhnya
optimal. Minimnya dukungan keluarga juga berimplikasi pada proses reintegrasi
sosial anak setelah keluar dari LPKA, karena pendidikan yang diperoleh kurang
mendapat pengakuan dan legitimasi dari lingkungan terdekat.

Selain menghadapi kendala administratif dan persepsi orang tua, faktor
finansial juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program
pendidikan kesetaraan di LPKA. Efisiensi anggaran pemerintah berdampak
langsung terhadap proses finalisasi kurikulum pendidikan kesetaraan yang telah
disusun secara sistematis. Meski kurikulum tersebut sudah berada pada tahap
akhir penyelesaian, keterbatasan dana membuat pengesahannya tertunda,
sehingga implementasi penuh dari program ini belum dapat dilakukan secara
optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan pendidikan anak
binaan masih sangat rentan terhadap kebijakan fiskal negara, yang pada
gilirannya membatasi ruang gerak lembaga dalam melakukan inovasi maupun
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pengembangan layanan pendidikan. Hambatan finansial juga tercermin pada
keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana belajar, mulai dari buku, alat tulis,
hingga fasilitas pendukung lainnya.

Dalam praktiknya, ketersediaan fasilitas ini sering kali tidak memadai, dan
bahkan pada beberapa kesempatan disalahgunakan atau dirusak oleh anak
binaan. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan sistem
pengawasan yang lebih baik, sekaligus edukasi mengenai tanggung jawab dan
kepemilikan sarana belajar agar fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan secara
optimal. Selain faktor material, aspek psikososial anak binaan turut memengaruhi
efektivitas program. Motivasi belajar sebagian anak masih rendah karena
minimnya dukungan keluarga dan lemahnya interaksi emosional dengan orang-
orang terdekat. Tidak sedikit anak yang mengikuti kegiatan pendidikan hanya
sebagai formalitas, tanpa adanya partisipasi aktif yang sungguh-sungguh.
Rendahnya dukungan keluarga memperparah kondisi ini, karena anak binaan
kerap merasa terasing dan tidak memperoleh dorongan moral yang mereka
butuhkan untuk bertahan dalam proses belajar. Keadaan tersebut memperlihatkan
bahwa keberhasilan program pendidikan di LPKA tidak cukup hanya ditopang
oleh ketersediaan fasilitas dan kelengkapan kurikulum, tetapi juga menuntut
perhatian serius terhadap kebutuhan psikososial anak.

Faktor internal yang bersumber dari lingkungan LPKA juga menjadi
tantangan yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan program
pendidikan kesetaraan. Salah satu hambatan yang cukup menonjol adalah rasa
kurang aman yang dirasakan tenaga pendidik, khususnya guru perempuan, ketika
berinteraksi dengan anak binaan. Latar belakang pidana sebagian anak sering kali
menimbulkan potensi risiko, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis, yang
berpengaruh terhadap rasa percaya diri guru dalam mengelola kelas. Kondisi ini
menimbulkan rasa waswas yang berdampak langsung pada kualitas interaksi
belajar mengajar, karena guru cenderung lebih berhati-hati sehingga proses
pembelajaran menjadi kurang dinamis. Tantangan tersebut memperlihatkan
bahwa pendidikan di LPKA memerlukan dukungan sistem keamanan dan
pendampingan yang lebih intensif agar tenaga pendidik dapat bekerja dalam
suasana aman dan nyaman.

Selain itu, perilaku anak binaan yang tidak tertib, seperti mengganggu
jalannya pelajaran atau menunjukkan sikap apatis terhadap kegiatan belajar, turut
mengurangi efektivitas pembelajaran. Situasi ini tidak hanya mengganggu
konsentrasi guru, tetapi juga memengaruhi motivasi dan keterlibatan anak binaan
lain yang sebenarnya bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan
pendekatan disipliner yang tepat, yakni metode yang tidak sekadar menekankan
hukuman, tetapi juga mengintegrasikan unsur edukatif, motivasional, dan
pembiasaan positif. Di samping itu, pengaturan lingkungan belajar yang kondusif
juga menjadi faktor kunci, sebab ruang belajar yang aman, tertib, dan terstruktur
dapat meningkatkan konsentrasi anak binaan sekaligus meminimalkan potensi
konflik. Dengan demikian, meskipun program pendidikan di LPKA Payakumbuh
telah berjalan cukup baik dan terstruktur, keberhasilan implementasinya tetap

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 5421

Copyright; Ahmad Hizbullah, Karisadini


https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https:/ /ejournal.yayasanpendidikandzurrivatulquran.id/index.php/AlZavn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025

bergantung pada koordinasi antar lembaga, dukungan finansial yang memadai,
keterlibatan aktif anak binaan, serta keamanan dan kenyamanan tenaga pendidik.
Apabila seluruh faktor tersebut dapat dikelola secara optimal, maka tujuan utama
program pendidikan kesetaraan, yakni memberikan kesempatan belajar yang adil,
berkualitas, dan berkelanjutan bagi anak binaan, dapat tercapai secara lebih efektif.

SIMPULAN

Kesimpulan, pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA Kelas II
Payakumbuh dapat berjalan efektif melalui kerja sama dengan PKBM Genemail,
yang menyediakan tenaga pendidik profesional untuk membantu anak putus
sekolah. Program ini bermanfaat bagi LPKA dalam mendukung pembinaan
karakter, memastikan hak pendidikan terpenuhi, dan membangun citra positif,
sekaligus bagi PKBM untuk memperluas akses pendidikan meskipun tanpa honor
tetap, dengan dukungan pendanaan dari Dinas Pendidikan dan bantuan
situasional dari LPKA. Pelaksanaan program diatur melalui MoU, pembagian
peran yang jelas, serta forum komunikasi rutin dan informal untuk evaluasi dan
koordinasi, yang memperkuat kepercayaan dan keterbukaan dalam kerja sama.
Meskipun forum komunikasi belum sepenuhnya eksklusif dan pembagian peran
masih menunjukkan ketimpangan, kerja sama ini terbukti efektif dalam
mendukung pendidikan dan rehabilitasi anak binaan, mempersiapkan mereka
kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu dan keterampilan yang memadai.
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